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Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus-menerus dikaji serta menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah karena tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dinilai dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, sehingga kemiskinan juga merupakan muara dari permasalahan sosial yang lainnya (Purwanto dkk, 2013:80).
Berbicara soal kemiskinan, tidak dapat di pungkiri upaya-upaya penanggulangan direncanakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi upaya penanggulangan tersebut acap kali tidak menghasilkan suatu penyelesaian seperti yang diharapkan. Sehingga belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut mendorong akan perlunya suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang baru dengan melihat akar dari permasalahan kemiskinan. Strategi dari program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap yang terencana dan bersinambungan. Selain itu juga, dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya maupun masyarakat miskin itu sendiri agar memberikan manfaat yang sebenar-benarnya untuk perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Yustina, 2021:1-2).
 Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga bulan September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa. Hal ini meningkat dari bulan maret 2022 dengan kenaikan sebanyak 0,20 juta jiwa (https://bps.go.id).
Mengingat kemiskinan mempunyai sifat relatif, maka perlu adanya klasifikasi kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mempermudah dalam pendataan dan juga mempermudah dalam menentukan suatu golongan tertentu dalam upaya pengetasan kemiskinan tersebut seperti yang menjadi salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan, pemerintah mengadakan berbagai program yang berlaku secara nasional. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik. Program yang menjadi andalan saat ini oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah diterapkan sejak tahun 2007 sebagai bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Program Keluarga Harapan (PKH) ini terinspirasi dari program yang terkenal di dunia internasional yaitu program dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT).
Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon masih mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, berikut ini.

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022


Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 total jumlah masyarakat miskin mencapai 232,40 ribu jiwa kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 diangka 217,64 ribu jiwa yang menurun sebanyak 14,76 ribu jiwa pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan hingga mencapai 247,94 ribu jiwa dan mengalami penaikan kembali di tahun 2021 mencapai 23,08 ribu jiwa maka jumlah masyarakat miskin tahun 2021 adalah 271,02 ribu jiwa, dan pada tahun 2022 adanya penurunan jumlah masyarakat miskin sebanyak 4,92 ribu jiwa sehingga total masyarakat miskin di tahun 2022 sebanyak 266,10 ribu jiwa.
Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Cirebon tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir masih belum dikatakan menurun secara terus menerus melainkan penurunan kemisikinan lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan jumlah kemiskinan. Tingginya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH).
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak diluncurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Buku Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021:7).
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membuka akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/pelayanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.
Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merupakan pelaksana dari Program Keluarga Harapan (PKH). Maka dengan ini Desa Gombang Kecamatan Plumbon merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk mencapai 5.681 (lima ribu enam ratus depalan puluh satu) jiwa penduduk yang rata-rata penduduk Desa Gombang Kecamatan Plumbon bekerja sebagai buruh (Profil Desa Gombang).
Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, banyak mendapatkan respon positif dan negatif dari masyarakat. Respon masyarakat Desa Gombang yang positif adalah mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat membantu perekonomian mereka dan keberlangsungan pendidikan anaknya. Adapun respon negatif yang diberikan oleh masyarakat Desa Gombang, yaitu kurang meratanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat yang dirasa membutuhkan bantuan tersebut untuk membantu perkonomian dan menyambung pendidikan bagi anak-anaknya agar mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian respon lainnya bagi penerima masih mengeluhkan pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kerap sekali molor atau tidak tepat waktu, dan adanya ketidak tepatan sasaran bagi yang masyarakat yang menerima bantuan sosial PKH ini.
Dalam pelaksanaan suatu program, evaluasi merupakan hal yang sangat penting. Menurut Dunn (2003:608) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah dibuat jelas atau diatasi. 
Hasil dari evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memberikan bukti nyata terkait pencapaian tujuan yang berdasarkan kriteria evaluasi. Maka penulis mengambil kriteria evaluasi yang dijelaskan oleh William N. Dunn dengan teori Evaluasi Kebijakan yang menyatakan terdapat 6 (enam) dimensi dalam mengevaluasi suatu kebijakan yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Maka penulis akan mengevaluasi apakah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik khususnya di Desa Gombang Kecamatan Plumbon. 
Untuk menjadi bahan masukan, penulis memasukan referensi sesuai dengan judul penulis dari peneliti sebelumnya dengan judul Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Cahya, Rifqi Fauzan Dwi, 2019) terdapat perbedaan antara penulis dan peneliti sebelumnya yaitu lokus peneliti sebelumnya di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemecahan masalah menggunakan konteks, masukan, proses, dan hasil.
Berdasarkan pengamatan penulis terdapat beberapa temuan masalah yang berkaitan dengan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu :
1. Belum efektifnya penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Belum efisiennya waktu pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Masih adanya ketidak sesuaian jumlah nominal dengan keadaan pendidikan saat ini.
4. Masih belum merata dan tepat sasarannya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan dari permasalahan yang sudah dijelaskan maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gombang kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
A. Secara Teoritis
Kegunaan dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya administrasi publik yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan.
B. Secara Praktis
Kegunaan praktis, merupakan hasil penelitiannya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon khususnya pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan penyaluran bantuan dan penangan pengetasan kemiskinan.
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